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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI
BUNGA/SUBSIDI MARGIN UNTUK KREDIT/PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam
rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan
Ekonomi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara
Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi
Nasional.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 20 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.93, TLN
No0.4866), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU 2 Tahun 2020
(LN Tahun 2020 No.134, TLN No.6485), PP 23 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.131, TLN
No.6514), Perpres 54 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.94), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN
Tahun 2020 No0.98), Permenkeu 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No0.1862)
sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019
No.1745).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan kepada Debitur Usaha Mikro, Usaha Kecil,
dan Usaha Menengah, dengan plafon Kredit/Pembiayaan paling tinggi
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Anggaran Subsidi Bunga/Subsidi
Margin bersumber dari APBN. Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan dalam jangka
waktu paling lama 6 (enam) bulan. Perbankan dan perusahaan pembiayaan
merupakan Penyalur Kredit/Pembiayaan yang terdaftar di OJK. Bank umum yang
menjadi mitra pengelola Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin harus
memenuhi persyaratan untuk ditunjuk menjadi bank yang mengelola Rekening
Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin. Penutupan rekening induk dilakukan oleh
Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Direktur PKN dalam hal pengelolaan kas
dan/atau penertiban rekening atau permintaan KPA Penyaluran. Pengawasan
intern terhadap pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dilakukan oleh
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk dan atas nama Menteri selaku
BUN.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 5 Juni 2020.

- Lampiran halaman 30s.d. 45



